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KATA PENGANTAR 

 

Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang dalam mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat desa sesuai 

dengan hak asal-usul yang dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa 

sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan yang terkecil di Indonesia yang 

berkedudukan di kabupaten/kota memiliki tanggung jawab dalam menyejahterakan 

masyarakatnya. Tanggung jawab yang dilakukan desa adalah pembangunan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat 

desa merupakan tanggung jawab etis yang harus dilaksanakan oleh desa. Tanggung 

jawab yang dilaksanakan oleh desa ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah desa 

sendiri, melainkan adanya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Hal ini tidak memiliki tujuan lain selain tercapainya tanggung jawab yang diembankan 

yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.  

Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa tidak dapat berjalan 

tanpa adanya kontribusi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kontribusi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membantu desa ialah menyuplai dana 

agar perencanaan yang sudah dicanangkan pemerintah desa dapat berjalan sesuai 

diharapkan bersama yaitu kesejahteraan warga desa. Di sini pemerintah pusat sebagai 

suatu sistem pemerintahan yang sangat besar tanggung jawabnya dalam 

menyejahterakan masyarakat harus menggelontorkan sejumlah dana ke desa sesuai 

kebutuhan dan yang diprioritaskan. Dana yang dialokasikan ini merupakan anggaran 

belanja tahunan pemerintah pusat dalam upaya melancarkan segala urusan dalam 

pemerintahan. Salah satunya adalah pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat 

desa.  

Dana desa ini merupakan APBN yang sudah di siapkan dan hanya difokuskan 

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang dikirim melalui 

rekening provinsi dan kabupaten/kota lalu provinsi dan kabupaten/kota mentransfer 
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dana tersebut ke rekening desa sesuai dengan dana yang dianggarkan. Setelah 

pemerintah desa menerima dana yang sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat 

melalui rekening provinsi dan kabupaten, pemerintah desa harus mengelola dana 

tersebut sesuai kebutuhan yang ada di desa. Seperti pembangunan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa. Paling penting dalam pengelolaan keuangan desa 

yang sudah diterima adalah pemerintah desa harus menerapkan dan menjadikan 

Undang-Undang Desa sebagai pedoman dalam pengelolaannya. Agar pengelolaan 

keuangan yang sudah diterima sesuai amanat Undang-Undang Desa.  

Sejatinya pengelolaan dana desa atau keuangan desa adalah keseluruhan 

rangkaian kerja yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa dan pembinaan dan pengawasan. Dari 

beberapa poin yang telah disebutkan di atas merupakan rangkaian kerja dalam 

pengelolaan keuangan desa, sehingga perlu adanya korelasi antara prinsip akuntabilitas 

seperti akuntabel, transparan, partisipatif tertib anggaran sesuai amanat Undang-

Undang Nomor 6 Tentang Desa. Esensinya pengelolaan keuangan desa tidak bisa 

dipisahkan dari prinsip akuntabilitas, sebab prinsip akuntabilitas erat kaitannya dengan 

pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan keuangan desa tidak bisa berjalan tanpa 

penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaannya. Sebab akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan desa sangat penting dan perlu dipahami oleh setiap aparat desa 

gara pada saat pelaporan dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar. Namun 

pada kenyataan masih banyak penyelewengan yang dalam pengelolaan keuangan desa, 

karena orang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa tidak memahami 

isi Undang-Undang Desa secara baik dan tidak menerapkan Undang-Undang Desa 

sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa yang mana desa telah menerapkan 

prinsip akuntabilitas dalam pengelolaannya.  

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menyadari ada banyak pihak dengan 

cara mereka masing-masing telah membantu penulis. Karena itu, pertama-tama penulis 

mengucapkan limpah terima kasih kepada Allah Yang Maha Kuasa karena berkat dan 

rahmat-Nya penulis dapat menulis dan menyelesaikan tulisan ini. Tidak lupa pula 
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ABSTRAK 

Robertus Yanuari. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Takaplager Yang 

Berpedoman Pada Undang-Undang Tentang Desa. Skripsi. Program Sarjana, 

Program Studi Filsafat Agama Katolik, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif 

Ledalero, 2022.  

Demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, pemerintah telah 

mengesahkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang 

Desa telah menjadikan desa sebagai instansi sentral dari sebuah perubahan. Desa 

mendapatkan otonomi untuk mengatur keuangannya, terutama di desa Takaplager 

sendiri. Pemerintah mengalokasikan sejumlah dana dari RAPBN untuk membangun 

desa Takaplager, melaksanakan pemerintahan, membina dan memberdayakan 

masyarakat. Namun, dalam kenyataanya, ada banyak masalah pengelolaan dana desa 

yang tidak sesuai dengan Undang-undang Desa. Banyak praktik korupsi dana desa. 

Berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan,  pengelola keuangan desa di Desa 

Takaplager sudah memahami Undang-undang Desa dengan baik. Karena itu, Penelitian 

ini bertujuan untuk: 1) karya ilmiah ini ditulis untuk menjelaskan bagaimana 

pengelolaan dana desa di desa Takaplager yang berpedoman pada Undang-Undang 

tentang Desa. 2) Mengedepankan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa 

berdasarkan Undang-undang Desa. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini bersumber penelitian lampangan dengan pendekatan wawacara adapun sember 

tambahan dari buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan 

akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya penelitian ini menemukan bahwa 

Undang-undang Desa adalah aturan yang lengkap dan bisa mewujudkan kesejahteraan 

rakyat Desa Takaplager dan pembangunan yang merata mulai dari desa. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelola keuangan desa di Desa Takaplager 

sudah dilaksanakan dengan baik dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabiltas. 

Karena dalam proses pengelolaan dana desa di Desa Takaplager mengedepankan 

prinsip-prinsip yang diamankah Undang-Undang Desa, yaitu transparan, akuntabel, 

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. 

Kata kunci: Kesejahteraan rakyat, Undang-undang Desa, Dana Desa, 

Partisipatif, Akuntabilitas, Disiplin anggaran Desa, Takaplager. 
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ABSTRACT  

 

Robertus Yanuari. Accountability of Village Fund Management in Takaplager Village 

Guided by the Village Law. Thesis. Undergraduate Program, Catholic Philosophy of 

Religion Study Program, Ledalero Institute of Creative Philosophy and Technology, 

2022.   

In order to realize social justice and people's welfare, the government has passed Law 

number 6 of 2014 concerning Villages. The Village Law has made the village the 

central agency of change. Villages get autonomy to manage their finances, especially 

in Takaplager village itself. The government allocates a certain amount of funds from 

the State Budget to develop Takaplager village, implement governance, foster and 

empower the community. However, in reality, there are many problems with the 

management of village funds that are not in accordance with the Village Law. There 

are many corrupt practices of village funds. Based on the facts found in the field, village 

financial managers in Takaplager Village have a good understanding of the Village 

Law. Therefore, this research aims to: 1) this scientific work is written to explain how 

the management of village funds in Takaplager village is guided by the Law on 

Villages. 2) To prioritize the principle of accountability in the management of village 

funds based on the Village Law.  

This research uses quantitative methods. The data used in this research is sourced from 

field research with a interview approach as well as additional sources from books, 

journals, and scientific articles related to the accountability of village fund 

management. Furthermore, this study found that the Village Law is a complete 

regulation and can realize the welfare of the people of Takaplager Village and equitable 

development starting from the village.  

This research concludes that village financial management in Takaplager Village has 

been carried out properly by applying the principles of accountability. Because the 

process of managing village funds in Takaplager Village prioritizes the principles 

enshrined in the Village Law, namely transparency, accountability, participation and is 

carried out in an orderly and disciplined budget.  

Keywords: People's welfare, Village Law, Village Fund, Participatory, 

Accountability, Village budget discipline, Takaplager.  
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